SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 64 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten

Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Belanja Wajib Dalam

Rangka Penanganan Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten

Probolinggo.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022
Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA WAJIB DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DAERAH DI
KABUPATEN PROBOLINGGO.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bupati adalah Bupati Probolinggo.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan
intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana
kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan
oleh Perangkat Daerah teknis.

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga

untuk mendanai belanja wajib dalam rangka penanganan inflasi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga
untuk mendanai belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah
yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan

akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. penganggaran dan pelaksanaan;
b. penatausahaan dan pertanggungjawaban;

C. pengawasan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 5
Untuk penanganan dampak inflasi daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pembebanannya langsung
pada Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 6
Dalam pelaksanaan penanganan dampak inflasi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan;
c. Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian.

Pasal 7
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mengusulkan
RKB yang direkapitulasi oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
perekonomian.
Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi
oleh Tim Verifikasi.
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan
review oleh APIP.
Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Bagian
pada  Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perekonomian, selanjutnya

disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

(1)

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan
Pasal 8
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilampiri dengan
RKB yang sudah direview untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara
Umum Daerah.
Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu)
hari terhitung sejak diterimanya RKB, PPKD menerbitkan SP2D-LS atas nama
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB.
SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kebutuhan
maksimal 1 (satu) bulan.
Penggunaan Dana dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh

Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Pengusul RKB.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB merealisasikan dan bertanggungjawab
terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Perangkat Daerah Pengusul RKB dengan dilampiri bukti
pengeluaran yang sah dan surat pernyataan tanggungjawab belanja
kepada PPKD.
Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran
Pengusul RKB.
Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan

pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan, penatausahaan dan



8
pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai belanja wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi daerah secara berkala maupun sesuai
perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk
Tim pembinaan dan pengawasan.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 September 2022
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO
Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 64 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH

A%i 3, Pemerintahan dan Kesra

a;.\.ﬂ R N
E”“ PRIYO WOYo SH. MH

br A]\\__,.,// 9 /7
o, o & f,
oy \ “(:;& [ 4




Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025



1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 September 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja wajib, dengan rincian

sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk belanja wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi daerah, dan kami bertanggungjawab terhadap
penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta
permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggungjawab sepenuhnya
sesuai dengan kewenangan tugas, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Probolinggo,  ....cccoiiiiiiiiiiiiiiiint.
KEPALA ...,

NAMA
NIP
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO



